
Menhri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN Mf,NTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 1 77,/M.PPN/SES/HK/ 09 / 2079

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KXP. 1 39IM.PPN/SES/HK/ 07 / 2079
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KIPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Me nimbang a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksarraan
kegiatan petryelenggalaan manajemen kepegawaian di
Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Petencanaan Pembangunan Nasional (Kenlenterian
PPN/Bappenas) nrelalui pengelolaan sumber daya manusia yang
tetap dan terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu
nrengubah susunatl keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Manusia sebagaimana telah ditetapkan dalant
Keputusan Menteri Perencanaan Pentbat'tgunan Nasiona[/Kepala
Badan Perencatlaan Pentbangunan Nasional Nonlor
KIP. 1 39/M.PPN / SES / HK/ 07 / 20 19;

b. bahwa pejabat dan pegawai yanS nalr,anya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mantpu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
an1gola dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Manusia;

1. UndanS-Undang Norrtor 5 Tahun 2014 tentanS Aparatur Sipil
Negara (Irmbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2014
Nonror 6, Tanrbahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nontor 72 Tahun 2018 tentang Anggarau
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(tenrbalan Negara Republik Indonesia Tahun 2078 nonlor 223,
Tambahan Irmbalan Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

MenginSat

3. Pelaturarl



-2-

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

3. Petatvran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentangTata Cata
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

4. Peratutan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2Ol5 tentanS Or8anisasi
Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanS Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahln 201,6 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah ditbah
dengan Peratutan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

7. Petaturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2076 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perer'canaan
Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peratwan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2077;

8. Peraturan Menteri Perencan aan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
20 7 6 tentang P erenc anaan, P elaksanaan, P elapot an, P emar$avan
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MXMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI.A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MINTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPAI/. BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
KEP.1sg/M.PPN /SES/HK/07 /2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan
Sunrber Daya Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampir an Keputusan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas Tiirt
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dlbebankan pada
AngSaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas Tahun An&Baran 2019.

KETIGA .. .



KETIGA

^J-

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

nd

Salinan sesua i dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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i*.*ir, ffi-



A. PENANGGIJNGJAWAB

B TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 7 7/M.PPN/SES /HK/ 09 / 2079
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtanTa
Bappenas.

Kepala Bfuo Sumber Daya Manusia, Kementerian
PPN/Bappenas.

lmam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

7 . Wildawati, SH, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Theodorus Darius Lusi, Badan Kepegawaian
Ne8ara;

10. Saptafiah Hendrayati, SH, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1 . Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;

1,2. Kamila Nadhira, Sh, Kementerian
PPN/Bappenas;

73. Suryadi, S.IP, Kementerian Sekretariat Negara;

74. Ahmad Aniq, S.Sos, MM, Badan Kepegawaian
Negara;

15. Anih Salasatun, S.IP, lembaga Administrasi
NeSara.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOTAAN SUMBER DAYA MANUSIA

C. TENAGA ...



C. TENAGAPENDUKUNG

MXNTERI PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAtr,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

1. Cecep Rubianto, A.Md, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Aliludin,KementerianPPN/Bappenas;

3, Muchammad Mamun, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Irene Puspasari, A.Md, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Kabul Adi Cahyono, Kementerian
PPN/Bappenas.
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